PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan tanggwab
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pamyghra
pemerintahan daerah agar semakin berkualitas dadultif,
perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokoler danaKgan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 gyRe(aturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukeiokyler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitdtyat
Daerah, maka pengaturan dimaksud huruf a perluagkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf @gdaeriu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Pegang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan étagg

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daer@helsta
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-UndamgoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomoalidn
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérabh
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu upaben
dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Repuiditniesia
Tahun 1951 Nomor 101);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Mo#3¢
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoR&8)3

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajakiesign

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nds0o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norg68)3
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirngaite
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubaha
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tenRejak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesiaim 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslane
Nomor 3985);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®3 20
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susuaan d

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewawdalian
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Pelavaki
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiauit
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaamna

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®4 20
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kkepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajarse
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemarksa
Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negarsdran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslane
Nomor 4437);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lambar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&man
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18,dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupatddjaiva
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentangnken
Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tada
Penghormatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaurTa
1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3432);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentangk Pa
Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeli Snggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Parssitean
atas Penghasilan yang Dibebankan kepada KeuanggardNatau
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriegian
1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3577);



14.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi a@ebag
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesiauit
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nd08,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®22)4

16.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangpiRaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintateaah Da
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nofio
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®@0)4

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentacigd(dan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembarajarsde
Republik Indonesia Nomor 4416);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentadgnfan
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilakyd®
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®4 20
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.
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Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daera
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagar
penyelenggara Pemerintahan Daerabh.

Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil-wakiluget
DPRD.

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah
mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuaturaera
perundang-undangan.

Sekretariat DPRD adalah lembaga perangkat Daeraly ya
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagai unsur
pendukung DPRD.

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daeraly yan
memimpin Sekretariat DPRD.

Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberika
kepada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan,
Perlakuan, dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau
Pertemuan Resmi.

Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara dg&eaan
atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata
Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sejabun
penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan adan/at

kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masytarak

.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi glaatgr dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD,mdala
melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadah #lejabat
Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat PemerintataiDaerta

Undangan lainnya.



12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan t#paca
dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempgit ba
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pé¢afmerin
Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara
Kenegaraan dan Acara Resmi.

14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Reater
Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakignter
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan sbktim
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD.

16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap ltdpada
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam menghadir
dan mengikuti rapat-rapat dinas.

17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan sbktikm
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukanny
sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangamgya
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau AngB&RD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atkii W
Ketua  atau Sekretaris atau Anggota Komisi, Panitia
Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Legislasiddda
Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya.

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang idksed
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumahnabatah
dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinadafpaba
pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuaya b
pengurusan jenazah.

20.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikzad&e
Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiareigiabl
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.



21. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaraariel
untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wamgn
DPRD.

22.Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk mjangn
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

23. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Khusus yaargifat
tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yaergifiat
tertentu dan khusus.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selgaju
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan riteate
Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan aeng
Peraturan Daerah.

25. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Rasat
diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai peratpesandang-
undangan.

26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daeraim®to
yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai tpena
perundang-undangan.

27.Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen ¢am/a

Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB Il

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan
Protokoler dalam Acara Resmi.

(2) Acara resmi dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan diabaer



b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan
dan/atau dihadiri Pejabat Pemerintah; dan

c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam AcasniR

yang diadakan di Ibukota Daerah adalah :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Buktn
Sekretaris Daerah setelah Ketua DPRD; dan

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat
Pemerintah yang setingkat Asisten Sekretaris Daelah
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah.

Pasal 4

Dalam hal Acara Resmi dimaksud Pasal 2 ayat (2)freudan b
Peraturan Daerah ini, dihadiri oleh Pejabat Ne&aopinsi,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propingi, Tdzkoh
Masyarakat tertentu, maka Tata Tempat disesuaikamgaih

memperhatikan urutan Tata Tempat berdasarkan ketent

Pasal 5

Tata Tempat dalam rapat DPRD adalah :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar darselelah
kanan Ketua DPRD;

c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri KetD&RD;



Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan
untuk Anggota; dan

Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan disesudiadisi
Ruang Rapat.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Jami da

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

a.

Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mebgam
Sumpah/Janji dan melantik Calon Bupati dan Wakp&y
Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri KetD&RD;
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan
untuk Anggota,;

Bupati dan Wakil Bupati duduk di sebelah kanan Bajgang
akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik calon Bwjaa
Wakil Bupati;

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diambil
Sumpah/Janji dan dilantik duduk di sebelah kiri Walakil
Ketua DPRD;

Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan disesu#iaisi
ruangan rapat;

Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikaluk di
sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan

Bupati dan wakil Bupati yang baru dilantik dudulsehelah
kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan tielan

Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janjgofeng
DPRD adalah :

a.

Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Hetu
Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk dutiskbelah
kanan Bupati;
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. Calon Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpdih/Jan
duduk di tempat yang telah disediakan;

. setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan SemdoRR®
duduk di sebelah kiri Bupati;

. Mantan Pimpinan DPRD dan Ketua Pengadilan Negen at
Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telalediakan;

. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk dp&atm
yang telah disediakan; dan

. Pers/kru televisi/radio disediakan tempat tersendir

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji da
Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hastini#lihan
Umum adalah :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bugeat

Wakil Bupati;

. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kananaKetu
Pengadilan Negeri;

. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelahBkipati

dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk ditelah

kiri Ketua DPRD; dan

. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan

Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 9

(1) Tata Upacara dalam Acara Resmi berupa Upacara Bende

atau bukan Upacara Bendera.
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(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, danidueltan
jalannya Upacara dalam Acara Resmi diselenggarakan
berdasarkan Tata Upacara yang meliputi Pedoman Unaian

Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan
Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormataraises
penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pelerint
(2) Penghormatan dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. pemberian Tata Tempat sebagaimana diatur dalanh Basa
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasalgifaer
Daerah ini;

b. penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih;

c. penghormatan Jenazah apabila meninggal dunia; dan

d. pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk

melaksanakan Acara Resmi.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal auni
Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan setetigab
sebagai tanda berkabung di Kantor Sekretariat DB&@&ma 2
(dua) hari.

(2) Apabila pengibaran setengah tiang dimaksud ayaR#%al ini
bersamaan dengan penyelenggaraan Peringatan Haoniska
maka Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkanraseca

penuh.

Pasal 12

Penghormatan berupa pengantaran dan penyambuta@zalen
serta persemayaman dan pemakaman Jenazah bagh&ingain
Anggota DPRD yang meninggal dunia dilaksanakan dsendkan

ketentuan.
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Pasal 13

Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberiamdo@djan,
ketertiban, dan keamanan yang diperlukan dalam kseteakan
Acara Resmi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakan
berdasarkan ketentuan dengan memperhatikan kemampua

Daerah serta mempertimbangkan kepatutan dan kemajar

BAB Il
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari

. Uang Representasi;

. Uang Paket;

a

b

c. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Komisi;

e. Tunjangan Panitia Musyawarah;
f. Tunjangan Panitia Anggaran;

Tunjangan Panitia Legislasi;

- @

Tunjangan Badan Kehormatan; dan

Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representa

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan GajpkPok
Bupati.

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 lapaie
puluh per seratus) dari Uang Representasi KetualDPR
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(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (fwjluh

lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kegaa
dan Tunjangan Beras yang besar persentase dan hjumla
kilogramnya sama dengan ketentuan yang berlakuRegawai
Negeri Sipil.

(2) Persentase dimaksud ayat (1) Pasal ini mengacu Whmg

Representasi.

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Uang Paket dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar {€epiuluh

per seratus) dari Uang Representasi yang bersamgkut

Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabat

(2) Tunjangan jabatan dimaksud ayat (1) Pasal ini seldets %
(seratus empat puluh lima per seratus) dari UamgdRentasi
yang bersangkutan.

Pasal 19

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam KorRianitia

Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, dda

Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang ldiemn untuk

mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenan&DDP

diberikan Tunjangan dengan ketentuan :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratiasi
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) @lanjangan
Jabatan Ketua DPRD;
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c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) Tdemjangan
Jabatan Ketua DPRD; dan

d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dariahggn Jabatan
Ketua DPRD.

Pasal 20

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dilenaksuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 21

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya iddorer
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak
mendapat Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan lze¢ago
yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.

(3) Besar persentase Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan d
Pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaké &égaiali
Negeri Sipil Golongan IV.

(4) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatanikeib
dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehazed&e
lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Fesater
Daerah.
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Pasal 22

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu)alum
jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) andakaan
dinas jabatan.

(2) Penyediaan dan pemeliharaan rumah jabatan beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan baugirin
DPRD dibebankan pada APBD yang berpedoman paddastan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
memperhatikan  prinsip penghematan, kepatutan, dan
kewajaran.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti/diberhentikan/kigira
masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabataerbe
perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadskn b
kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (sat@nksgjak
tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.

(4) Penyerahan dan pengembalian atas pemakaian ruivetiana
beserta perlengkapannya dan 1 (satu) kendaraas jdinaan,
dituangkan dalam ikatan perjanjian antara PemédriDaerah
dengan Pimpinan DPRD disertai Berita Acaranya.

Pasal 23

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wangn
DPRD, Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan dinas
operasional DPRD.

(2) Pelaksanaan penyediaan kendaraan dinas operaSieyRiD
berpedoman pada standar yang ditetapkan dengatuf@era
Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan,

kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 24

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 )(satu
rumah dinas beserta perlengkapannya.



(@)

3)

(4)
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Penyediaan dan pemeliharaan rumah dinas beserta
perlengkapannya bagi Anggota DPRD dibebankan pada
APBD yang berpedoman pada standar yang ditetapdagac
Peraturan Bupati  dengan memperhatikan prinsip
penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Dalam hal Anggota DPRD berhenti/diberhentikan/bleirak
masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas rtzese
perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Penterinta
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
pemberhentian/berakhir masa baktinya.

Penyerahan dan pengembalian atas pemakaian rumak di
beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatganpgan
antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangtistntai

Berita Acaranya.

Pasal 25

Rumah jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapammyeh

dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya danakaswal

dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewaeliltau

digunausahakan atau dipindahtangankan atau diulatiktus

bangunan dan status hukumnya.

1)

@)

Pasal 26

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota PR
kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Péama
Tunjangan Perumahan dimaksud ayat (1) Pasal inpbarang
sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan stasag
setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Panatu
Bupati.
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Pasal 27

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaiaas din

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dalam hal Pimpinan atau Angggta DPRD meninggal auni

kepada ahli waris diberikan :

a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Represeaitiau
apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugasritém
uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Repasgetan

b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 29

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia ata
mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Peingab
(2) Besar Uang Jasa Pengabdian disesuaikan denganbiadsa
Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
a. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, dibetikarg
Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberilkamyU
Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikang
Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan
Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Repsgent
dan
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e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikang
Jasa Pengabdian paling tinggi 6 (enam) bulan Uang
Representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal auni

Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada ahli warisnya

(4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setafah y
bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hosesatai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 30

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk menayku
kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
(2) Belanja Penunjang Kegiatan disusun berdasarkan a@Ranc

Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 31

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang teedas
Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD,anggn
Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Relan
Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke rdala
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangkataD
Sekretariat DPRD.

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dsomhk
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasaadd, 10, dan
Pasal 20 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalaaP&D.
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(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
dimaksud Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24] P8,
Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 serta Belanjanjaagu
Kegiatan DPRD dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah in
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diamake
dalam jenis belanja :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa,
c. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan; dan
e. Belanja Modal.
(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Selgdd&D

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
Pasal 32

Penganggaran atau tindakan yang berakibat penggeluatas
beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentyang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakahamggar

hukum.
Pasal 33

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari APBD.

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, dan pertammgabgn
belanja DPRD disamakan dengan belanja di lain satega

perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kitoogo
Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokolemu&et
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatrBlae
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo (Lembaraei@h
Tahun 1993 Nomor 4 Seri D);
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il KiHorgo
Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan KeuanganaKetu
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatrBlae
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo (Lembaraei@ah
Tahun 1997 Nomor 3 Seri D); dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1luiah
2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daera
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D), sapgn
mengatur Kedudukan Keuangan DPRD;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram

Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Februari 2005
BUPATI KULON PROGO,

Caplttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 14 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Capl/ttd

Drs. SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamyd{&an Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakRakyat Daerah
mempunyai maksud agar antara lembaga legislatif ek@mekutif masing-masing
memperoleh hak dalam melaksanakan kewajibannya meméngkatkan peran dan
tanggung jawab, mengembangkan kehidupan demokresijamin keterwakilan
rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dam&egannya, mengembangkan
hubungan dan mekanisme cheeks and balances aetalzada legislatif dan
eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas dkmerja demi terwujudnya
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler Pempolan Anggota DPRD
merupakan pedoman pelaksanaan Acara KenegaraaAedea Resmi Pemerintah
yang diselenggarakan di Daerah sehubungan denbatafemya sebagai Pimpinan
dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi giemgn Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpien Ahggota DPRD
merupakan pedoman dalam penyediaan atau pembeeiaghgsilan tetap dan
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjangataeguntuk mendukung
kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD lmadean asas efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawabgae tujuan agar lembaga
tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rankarja yang ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,u perénetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kedudukanokwtdr dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Contoh-contoh Acara Resmi Pemerintah yang disekmaggn
di Daerah, meliputi :
1. Pembukaan/Penutupan PON;
Pembukaan/Penutupan MTQ;
Peringatan Hari Besar/HUT Acara Nasional;

Peresmian Proyek-proyek Nasional;

o bk~ 0N

Kunjungan Tamu Negara :
Yang dimaksud Tamu Negara adalah Tamu Resmi
Pemerintah Republik Indonesia dengan kedudukangaeba
Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau seting&pal
Negara;
6. Kunjungan Tamu Resmi :
Yang dimaksud Tamu Resmi adalah Tamu yang terdhi d
Pejabat Tingkat Pusat, Pejabat Diplomatik, Parlemen
Pejabat suatu Badan/Lembaga Internasional/Luar mNage
yang mengadakan Kunjungan pada Pemerintah Daerah;
7. Peresmian Pembukaan/Penutupan Seminar/Lokakarya dan
sebagainya Tingkat Nasional,
8. dan Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan didbae
Huruf b
Contoh-contoh Acara Resmi Pemerintah Daerah yang
menghadirkan dan/atau dihadiri Pejabat Pemerimahputi :
1. Kunjungan Kerja Gubernur;
2. Syawalan/Halal Bil Halal;
3. Upacara Hari Jadi;
4. Peresmian Pembukaan/Penutupan Seminar/Lokakarya dan

sebagainya ;



5.

6.

Huruf ¢

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
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Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Péaherin
Daerah dengan Pemerintah;

dan Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan Petabri
Daerah yang menghadirkan dan/atau dihadiri Pejabat

Pemerintah.

Contoh-contoh Acara Resmi Pemerintah Daerah yahgddi

Pejabat Pemerintah Daerah, meliputi :

1.
2.

© N o 0o kW

Upacara Bendera setiap tanggal 17;

Upacara Detik-detik Proklamasi, Upacara Penurunan
Bendera dan Aubade HUT RI.

Malam Kenegaraan;

Upacara Hari-hari Besar Nasional;

Upacara Peringatan Hari Besar Keagamaan,;

Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat;
Peresmian Proyek-proyek;

Jamuan yang diadakan Pemerintah Daerah dalam rangka
menghormati Tamu yang mengadakan kunjungan pada
Pemerintah Daerah,;

Peresmian Pembukaan/Penutupan Seminar/Lokakarya dan

sebagainya;

10.Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah;

11.Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Péaherin

Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Swasta;

12.dan Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat Pemerintah

Daerah.

Ketentuan ini hanya berlaku apabila Acara Pengamb8umpah/Janji dan
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dd@g DPRD.
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Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Yang diberikan Tunjangan Keluarga meliputi isterdsi dan anak
paling banyak 2 (dua) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
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Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uamg ylibayarkan
setiap bulan dan besarnya tidak melebihi uang sgarg telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 27
Ayat (1)
Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
a. Pakaian Seragam Harian (PSH) disediakan 2 (dua@npagalam 1
(satu) tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) mpdalfam 1 (satu)
tahun; dan
c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satuppgsdalam 5
(lima) tahun.
Ayat (2)
Penetapan standar satuan harga dan kualitas kaddeaian dinas
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutankelaajaran.
Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Bantuan biaya pengurusan jenazah adalah biayadiaagankan dalam
APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sark@aiempat
pemakaman.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas



Pasal 31
Ayat (1)
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Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis lgekalah :

a.

Ayat (4)

Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan bel&gg dan
Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai golojadpatan;
Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan jaetmrang dan
jasa pakai habis, seperti alat tulis kantor, pakaleas Pimpinan
dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRa semah,
premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat Daerddnjddistrik,
telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya;

Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalananpfPan dan
Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya retma
lembaga perwakilan rakyat daerah, di dalam Daetah &eluar
Daerah yang besarnya disesuaikan standar perjathnas Pegawai
Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;

Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan aatam prasarana
gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah tgaba
Pimpinan, rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraarasdi
Pimpinan DPRD; dan

Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembaagun
perluasan, dan penambahan gedung kantor, rumatapab@amah
dinas, pengadaan perlengkapan, dan peralatan ruyadadtan
Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD, perlengkagan
peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas PmpIR&D, yang
sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas
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Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas

000000000



